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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Partai Golongan Karya 

Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga 

tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, 

mengajukan gagasan integralistik-kolektivisme sejak 1940. Saat itu, 

gagasan tiga tokoh ini mewujud dengan adanya Golongan Fungsional. Dari 

nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi 

Golongan Karya pada 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam 

dunia politik nasional sebagai Golkar. 

Pada dekade 1950-an, pembentukan Golongan Karya semula 

diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah 

masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan 

keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas Indonesia. 

Wujud ‘demokrasi’ inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Prof 

Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara. 

Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan 

perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu 

sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-

lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi 

Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. 



42 
 

 
 

Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari 

golongan-golongan fungsional. 

Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi 

masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika 

Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) 

Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan 

Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk 

melawan PKI. 

Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak 

konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki 

konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya, Golkar 

yang anti partai runtuh menjadi sebuah partai. Ide Golkar yang awalnya 

menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang 

eksis hingga saat ini. 

Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan 

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai 

politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber 

Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya 

tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh 

Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. 

Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. 

Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaharuan politik di 

Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % 
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suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. 

Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota 

yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 % diperoleh 

NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9 % dan Permusi, penerus Masyumi 

hanya 5,4%. 

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama 

Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber 

Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. Partai Golkar didirikan pada 

tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman. 

Adapun visi dan misi partai golongan karya adalah: 

2. Visi 

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, 

modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran 

hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

bermartabat dalam pergaulan dunia. 

3. Misi 

a. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan 

nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang 

demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan 
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supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta 

terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. 

c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan 

yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis. 

4. Tujuan Partai Golkar 

a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam 

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 

kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi 

kebenaran, keadilan hukum dan hak asasi manusia.1 

 

B. Penyajian Data 

Berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif 2024 lalu, partai golkar 

berhasil meraih 462.245 dan ada 13 orang yang berhasil meraih kursi untuk menjadi 

DPRD provinsi kalimantan selatan, sebagai berikut: 

 

                                            
1 Sejarah Partai Golkar – Partai Golongan Karya, diakses 26 Februari 2026, 

https://www.partaigolkar.com/profil/. 
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sumber : https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L5.22Kalsel.pdf 

Gambar 4. 1 Gambar Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 
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Gambar 4. 2 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Dapil 1 

 

 

Gambar 4. 3 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Dapil 2 
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Gambar 4. 4 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Dapil 3 

 

 

Gambar 4. 5 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Dapil 4 
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Gambar 4. 6 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Dapil 5 

 

 

Gambar 4. 7 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Dapil 6 
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Gambar 4. 7 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Dapil 7 
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Gambar 4. 8 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 
Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 

sumber: 
https://jdih.kpu.go.id/kepkpuprov/detail/MK6mzDo2YVEGfZfbPopicWswNlFUV1

ZFcWpKZ2VSMjI4YmZtNUE9PQ 
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap 

Pihak Partai Golongan Karya, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan 

menguraikan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Uraian Hasil Wawancara 

a. Informan 1 

Identitas Informan 

Nama : H. Puar Junaidi 

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai  

     Golkar Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bidang 

Pemenangan Pemilu pada Pemilu Legislatif 2024 berfokus pada 

perencanaan strategi terhadap seluruh aktivitas kepartaian yang berkaitan 

dengan upaya pemenangan. Bidang Pemenangan Pemilu memiliki peran 

utama dalam menyusun perencanaan program, strategi kampanye, serta arah 

kebijakan politik partai yang kemudian diimplementasikan oleh bidang-

bidang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Program yang dirancang oleh Bidang Pemenangan Pemilu 

diarahkan pada kegiatan yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan strategi pemenangan 

tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berorientasi pada pendekatan 

programatik yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat di Kalimantan 

Selatan. Dengan demikian, fungsi bidang ini tidak hanya sebagai pelaksana 
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teknis kampanye, tetapi juga sebagai perumus kebijakan strategis 

pemenangan partai secara menyeluruh. 

Peran Bidang Pemenangan Pemilu sangat strategis dalam 

merumuskan dan mengkoordinasikan strategi pemenangan Partai Golkar di 

Kalimantan Selatan. Hal ini sejalan dengan amanat organisasi yang tertuang 

dalam AD/ART partai, dimana bidang ini bertanggung jawab menyusun 

rencana strategi pemenangan, memetakan wilayah kerja potensial dalam 

pemenangan pemilihan umum, menyusun perencanaan kegiatan kampanye, 

baik kampanye terbuka, kampanye tertutup, maupun kegiatan konsolidasi 

internal kader. 

Kampanye tertutup dilakukan melalui pembekalan kepada kader, 

juru kampanye (jurkam), dan calon legislatif agar mampu turun ke lapangan 

dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat. Materi kampanye 

disesuaikan dengan budaya, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat 

setempat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. 

Dengan demikian, strategi pemenangan tidak bersifat seragam secara kaku, 

melainkan fleksibel dan kontekstual terhadap kondisi daerah pemilihan. 

Strategi utama yang disusun Partai Golkar dalam menghadapi 

Pemilu Legislatif 2024 dimulai dari penyusunan daftar calon legislatif 

(caleg) yang berpotensi. Penilaian terhadap caleg tidak hanya dilihat dari 

kemampuan personal dan popularitas, tetapi juga mempertimbangkan 

kemampuan ekonomi, loyalitas, serta keseriusan dalam bekerja di lapangan. 

Hal ini dilakukan karena sistem pemilu proporsional terbuka menuntut 
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kompetisi yang tinggi antar calon, sehingga kualitas individu caleg menjadi 

faktor penting dalam perolehan suara partai. 

Selain itu, strategi partai juga mencakup pemetaan karakteristik 

wilayah dan kebutuhan masyarakat. Meskipun pola strategi secara umum 

diterapkan sama di setiap daerah pemilihan, pelaksanaannya disesuaikan 

dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, materi 

kampanye kepada kelompok ibu-ibu akan lebih difokuskan pada isu 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, sedangkan kepada 

generasi muda lebih menekankan pada isu kepemudaan dan peluang kerja. 

Strategi internal Partai Golkar berfokus pada konsolidasi organisasi, 

penyusunan daftar caleg yang berkualitas, serta pembekalan kepada kader, 

saksi, dan juru kampanye. Konsolidasi organisasi menjadi strategi utama 

yang terus dilakukan melalui pertemuan rutin, pengecekan struktur hingga 

tingkat desa, serta penguatan jaringan kader. Konsolidasi ini dipandang 

sebagai bagian dari pendidikan politik internal yang memperkuat soliditas 

partai. 

Sementara itu, strategi eksternal dilakukan melalui berbagai bentuk 

kampanye, baik kampanye terbuka, kampanye terbatas, maupun pendekatan 

langsung kepada masyarakat. Pendekatan kampanye disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Misalnya, kegiatan yang 

menyasar kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok yasinan, 

komunitas lokal, atau organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan materi 

yang relevan dengan kebutuhan mereka. 
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Dalam pelaksanaan strategi pemenangan, DPD Partai Golkar 

Provinsi Kalimantan Selatan tetap mengacu pada pedoman dan arahan dari 

DPP Partai Golkar. Pedoman tersebut mencakup pembekalan bagi calon 

legislatif, saksi, dan juru kampanye sebelum pelaksanaan pemilu. Namun 

demikian, strategi operasional di tingkat daerah tetap disesuaikan dengan 

dinamika lokal. 

Secara umum, strategi pemenangan tahun 2024 tidak jauh berbeda 

dengan periode sebelumnya, terutama dalam hal konsolidasi organisasi dan 

penguatan struktur partai. Perbedaan utama terletak pada penyesuaian 

terhadap sistem pemilu terbuka yang semakin kompetitif, sehingga peran 

individu caleg menjadi lebih dominan dalam meraih suara. 

Pembagian peran dalam strategi pemenangan bersifat umum dan 

tidak kaku. Partai menyediakan program dan fasilitas kampanye secara 

umum, seperti kampanye terbuka dan tertutup, sedangkan upaya 

pemenangan secara langsung sangat bergantung pada aktivitas masing-

masing calon legislatif di lapangan. Dengan kata lain, keberhasilan 

perolehan suara lebih banyak ditentukan oleh kerja individu caleg dalam 

membangun kedekatan dengan pemilih di daerah pemilihannya. 

Partai juga tidak membentuk tim sukses khusus secara terpusat, 

melainkan melalui Badan Pemenangan Pemilu yang menyampaikan pokok-

pokok strategi komunikasi dan materi kampanye kepada para calon. Di luar 

itu, masing-masing caleg dapat membentuk tim sukses pribadi sesuai 

kebutuhan di daerah pemilihan masing-masing. 
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Proses seleksi calon legislatif dilakukan secara sistematis dengan 

menggunakan sistem merit point. Penilaian didasarkan pada beberapa 

indikator, seperti tingkat pendidikan, lama pengabdian di partai, kapasitas 

kepemimpinan, serta rekam jejak di masyarakat. Selain itu, partai juga 

menerapkan klasifikasi kuota, yaitu 30% keterwakilan perempuan, sekitar 

20% generasi muda, dan 20% tokoh masyarakat atau tokoh agama. 

Tahapan seleksi dilakukan secara bertingkat, dimulai dari 400% 

jumlah kursi yang diperebutkan, kemudian diseleksi menjadi 200%, hingga 

akhirnya ditetapkan 100% sebagai daftar calon tetap (DCT). Selama proses 

tersebut, aktivitas calon di lapangan turut dipantau sebagai bagian dari 

penilaian kelayakan. 

Partai juga memberikan pembekalan dan pelatihan kepada calon 

legislatif, saksi, dan juru kampanye. Pembekalan dilakukan secara umum, 

bahkan dapat dilaksanakan hingga dua kali sebelum masa kampanye, guna 

memastikan calon memiliki pemahaman strategi, etika politik, serta teknik 

pendekatan kepada masyarakat. 

Pendekatan kampanye yang dianggap paling efektif adalah 

pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. Strategi kampanye disesuaikan 

dengan kondisi sosial budaya dan kepentingan masyarakat di masing-

masing daerah. Program yang sering diangkat dalam kampanye antara lain 

isu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, Partai Golkar juga memanfaatkan peran anggota legislatif 

dan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan partai dalam menunjukkan 
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kinerja nyata kepada masyarakat. Program dan kebijakan yang 

diperjuangkan oleh fraksi di legislatif menjadi bagian dari pencitraan positif 

partai di mata publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat 

secara berkelanjutan. 

Keberhasilan Partai Golkar dalam memperoleh 13 kursi DPRD 

Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilu Legislatif 2024 dipengaruhi oleh 

beberapa faktor utama. Pertama, kekuatan struktur organisasi partai yang 

solid hingga tingkat desa. Kedua, konsolidasi organisasi yang dilakukan 

secara berkelanjutan. Ketiga, keberadaan sayap partai seperti KPPG dan 

AMPG yang mampu menjangkau segmen perempuan dan generasi muda. 

Keempat, kualitas dan kerja individu calon legislatif yang berkompetisi 

secara aktif di daerah pemilihan masing-masing. 

Selain itu, strategi penggalangan berbasis jaringan kader, seperti 

pola pendekatan satu rumah dan mobilisasi kader untuk mengajak pemilih, 

turut menjadi faktor penting dalam memperkuat basis suara partai. 

Strategi yang dinilai paling efektif dan akan dipertahankan oleh 

Partai Golkar adalah konsolidasi organisasi, penguatan struktur partai 

hingga akar rumput, serta pembekalan berkelanjutan kepada kader dan calon 

legislatif. Prinsip kebersamaan dan soliditas kader menjadi kunci utama 

dalam menjaga eksistensi dan kemenangan partai secara berkelanjutan. 

Di samping itu, partai juga menekankan kode etik kader yang 

berlandaskan prinsip PDLT (Pengabdian, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak 

Tercela) sebagai pedoman moral dalam menjalankan aktivitas politik. 
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Pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif umumnya menjadi 

tanggung jawab individu dan ditangani sesuai mekanisme lembaga 

pengawas pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, sehingga tidak secara 

langsung mempengaruhi strategi pemenangan partai secara keseluruhan.2 

 

b. Informan 2 

Identitas Informan 

Nama : Ari Bimo. GP, SH 

Jabatan : Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG)  

   Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Badan Saksi 

Nasional Partai Golkar (BSNPG) Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui 

bahwa BSNPG merupakan badan yang dibentuk sejak tahun 2019 dengan 

tujuan utama untuk menjaga dan mengamankan perolehan suara Partai 

Golkar. Pembentukan BSNPG didasarkan pada target peningkatan suara 

partai yang dicanangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar 

di seluruh Indonesia. Secara kelembagaan, BSNPG merupakan badan yang 

bersifat independen dalam struktur partai yang memiliki fungsi khusus 

dalam pengamanan suara partai di setiap tingkatan wilayah. 

Dalam pelaksanaannya, BSNPG memiliki motto “jaga pemilih, jaga 

suara, dan jaga TPS”. Motto tersebut mencerminkan fokus utama tugas 

                                            
2 H. Puar Junaidi, “Wawancara Pribadi,” 3 Februari 2026, Kantor DPD Partai Golongan 

Karya Provinsi Kalimantan Selatan. 
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BSNPG, yaitu merawat basis pemilih, memastikan suara partai tidak 

mengalami pengurangan, serta melakukan pengawasan langsung di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS). Struktur organisasi BSNPG bersifat berjenjang 

hingga tingkat TPS, sehingga pengawasan terhadap suara Partai Golkar 

dilakukan secara sistematis mulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat 

nasional. 

Pada Pemilu Legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan, 

BSNPG memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung 

kemenangan Partai Golkar. Hal ini terlihat dari penempatan saksi di setiap 

TPS yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemungutan dan 

penghitungan suara. Setiap TPS dijaga oleh minimal dua orang saksi yang 

bertanggung jawab memantau proses sejak awal hingga akhir, termasuk 

pencoblosan, penghitungan, dan pencatatan hasil suara. Dengan sistem 

pengawasan berjenjang tersebut, BSNPG mampu memastikan bahwa 

perolehan suara partai tetap aman dan terjaga dari potensi kecurangan 

maupun kesalahan administratif. 

Selain itu, BSNPG juga memanfaatkan teknologi berupa aplikasi 

internal bernama SaksiKu sebagai sarana monitoring suara. Melalui aplikasi 

tersebut, saksi di TPS diwajibkan melakukan absensi kehadiran, 

mendokumentasikan form C1, serta mengunggah hasil penghitungan suara 

secara langsung. Data yang diunggah akan terpantau hingga tingkat pusat, 

sehingga proses rekapitulasi suara dapat dikontrol secara real time. 
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Keberadaan aplikasi ini menjadi salah satu inovasi strategis dalam menjaga 

transparansi dan akurasi perolehan suara Partai Golkar di setiap TPS. 

Keberadaan saksi dalam strategi pemenangan Partai Golkar dinilai 

sangat penting. Saksi tidak hanya berfungsi sebagai pengawas jalannya 

pemilu, tetapi juga sebagai penjaga legitimasi suara partai. Dengan adanya 

saksi di setiap TPS, potensi manipulasi suara dapat diminimalisir dan proses 

demokrasi dapat berjalan lebih transparan. Secara logis, semakin banyak 

saksi yang ditempatkan di TPS, maka semakin besar pula peluang 

pengamanan suara partai secara maksimal. 

Koordinasi pelaksanaan tugas saksi dilakukan secara berjenjang 

antara BSNPG provinsi, DPD Partai Golkar tingkat II (kabupaten/kota), 

serta calon legislatif. Mekanisme penugasan saksi dimulai dari DPD tingkat 

II yang mengirimkan data calon saksi per TPS kepada BSNPG provinsi. 

Setelah data diterima, BSNPG melakukan seleksi dan pelatihan sebelum 

mengusulkan data tersebut ke tingkat pusat. Selanjutnya, DPP memberikan 

dukungan berupa dana operasional saksi yang disalurkan ke daerah guna 

menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. 

Proses rekrutmen saksi dilakukan melalui usulan dari DPD 

kabupaten/kota, bukan direkrut langsung oleh BSNPG provinsi. Setiap TPS 

diusulkan sekitar dua hingga empat calon saksi, kemudian dilakukan seleksi 

hingga ditetapkan minimal dua orang saksi yang bertugas secara resmi. 

Sistem ini menunjukkan adanya koordinasi struktural yang kuat dalam 

pengelolaan sumber daya saksi. 
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Dalam rangka meningkatkan kapasitas saksi, BSNPG 

menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) di 13 kabupaten/kota di 

Kalimantan Selatan. Materi pelatihan meliputi tugas dan tanggung jawab 

saksi di TPS, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan 

aplikasi SaksiKu, serta pemahaman terhadap aturan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dan regulasi kepemiluan lainnya. Saksi juga dibekali 

pemahaman terkait validasi pemilih, distribusi surat suara, serta prosedur 

penghitungan suara agar mampu menjalankan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan menghindari pelanggaran pemilu. 

Dalam praktiknya, saksi Partai Golkar memiliki peran aktif dalam 

mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Saksi 

bertugas memeriksa kesesuaian jumlah pemilih, memastikan distribusi surat 

suara sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta mengawasi proses 

pencoblosan hingga penghitungan suara selesai. Setelah penghitungan, 

saksi mendokumentasikan hasil melalui form C1 dan mengunggahnya ke 

sistem aplikasi sebagai bentuk verifikasi data suara. 

Apabila ditemukan pelanggaran di TPS, saksi akan mencatat 

kejadian tersebut dan melaporkannya secara tertulis disertai bukti 

pendukung. BSNPG memiliki Direktorat Hukum yang bertugas menangani 

temuan pelanggaran dengan cara melaporkan kepada penyelenggara pemilu, 

yaitu KPU dan Bawaslu. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui 

mediasi, maka dapat dilanjutkan ke proses sengketa pemilu sesuai 

mekanisme hukum yang berlaku. Bahkan dalam pengalaman sebelumnya, 
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BSNPG pernah mendampingi proses sengketa pemilu hingga ke Mahkamah 

Konstitusi dan berhasil memenangkan perkara yang berkaitan dengan 

kepentingan partai. 

Berdasarkan hasil wawancara, BSNPG memberikan kontribusi 

signifikan terhadap keberhasilan Partai Golkar dalam memperoleh 13 kursi 

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilu Legislatif 2024. Hal ini 

disebabkan oleh sistem pengamanan suara yang terstruktur, pengawasan 

berlapis di setiap TPS, serta penggunaan teknologi monitoring yang 

terintegrasi hingga tingkat pusat.3 

 

c. Informan 3 

Identitas Informan 

Nama : Amrannudin 

Jabatan : Wakil Sekretaris Bidang Media Penggalangan Opini (MPO)  

   DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Sekretaris Bidang 

Media Penggalangan Opini (MPO) DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan 

Selatan, diketahui bahwa struktur di bidang MPO terdiri dari Wakil Ketua 

Bidang Penggalangan Opini, Wakil Sekretaris Bidang Opini, anggota, dan 

biro, dengan total empat orang inti yang menjalankan fungsi komunikasi 

                                            
3 Ari Bimo GP.SH, “Wawancara Pribadi,” 2 Februari 2026, Kantor DPD Partai Golongan 

Karya Provinsi Kalimantan Selatan. 
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politik partai. Selain itu, terdapat tiga orang jurnalis yang secara aktif 

berperan sebagai wartawan internal partai. 

Tugas utama Bidang Media Penggalangan Opini meliputi peliputan 

kegiatan partai, pendokumentasian kegiatan, serta publikasi melalui 

berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial. 

Kegiatan peliputan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga 

menjangkau seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, termasuk 

Banjarmasin dan daerah lainnya. 

Tujuan utama dari pemberitaan tersebut adalah untuk 

menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai aktivitas partai, 

khususnya kegiatan pendidikan politik, kegiatan sosial, serta kerja-kerja 

politik yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa 

partai tidak hanya aktif menjelang pemilu, tetapi juga hadir dalam kegiatan 

sosial dan pendidikan politik sepanjang waktu. 

Selain itu, kegiatan MPO juga berfungsi sebagai sarana penyaluran 

aspirasi masyarakat. Contohnya dalam kegiatan bantuan banjir dan 

pembagian sembako, MPO tidak hanya melakukan publikasi, tetapi juga 

mengangkat isu-isu masyarakat seperti penanganan banjir dan kesenjangan 

sosial yang kemudian disampaikan kepada anggota DPR dari fraksi partai 

untuk diperjuangkan di lembaga legislatif. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bidang MPO memiliki peran 

strategis sebagai “corong informasi” partai. Artinya, MPO berfungsi sebagai 

penghubung komunikasi antara organisasi partai dengan masyarakat luas. 
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Tanpa adanya MPO, berbagai kegiatan dan program partai tidak akan 

tersampaikan secara efektif kepada publik. 

Dalam konteks strategi pemenangan pemilu, MPO tidak secara 

langsung merancang strategi untuk memenangkan pemilu karena hal 

tersebut menjadi tugas Bidang Pemenangan Pemilu. Namun, MPO berperan 

dalam mendukung strategi tersebut melalui penyebaran informasi, 

penggiringan opini publik, dan publikasi kegiatan politik partai. 

Strategi yang dijalankan oleh MPO lebih bersifat komunikasi politik 

dan penguatan citra partai di ruang publik. Hal ini mencakup penyampaian 

program partai, kegiatan sosial, serta kinerja kader partai yang duduk di 

legislatif agar masyarakat mengetahui kontribusi nyata partai. 

Strategi media yang digunakan berfokus pada konsep “perang 

udara”, yaitu pemanfaatan media digital sebagai sarana utama penyebaran 

informasi dan pembentukan opini publik. Strategi ini dilakukan melalui 

media mainstream dan media sosial secara bersamaan. 

Namun, terdapat batasan dalam penyampaian strategi internal partai 

karena sebagian strategi bersifat internal (dapur partai) dan tidak 

dipublikasikan ke masyarakat. Bidang MPO hanya menyampaikan 

informasi yang bersifat publik dan relevan dengan kepentingan komunikasi 

politik. 

Selain itu, strategi media juga bersifat terkoordinasi secara vertikal, 

di mana MPO tingkat provinsi mengikuti arahan dari MPO di tingkat pusat 
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(DPP Partai Golkar). Dengan demikian, terdapat keselarasan narasi politik 

dari pusat hingga daerah dalam menghadapi kontestasi pemilu. 

Berdasarkan hasil wawancara, media yang paling dimaksimalkan 

adalah media sosial, khususnya Instagram dan platform digital lainnya 

seperti TikTok dan media online. Media sosial dinilai lebih efektif karena 

masyarakat saat ini cenderung lebih sering mengakses hiburan dan 

informasi melalui platform digital dibandingkan membaca berita 

konvensional. 

Meskipun demikian, MPO tetap memanfaatkan media cetak, media 

elektronik, dan media online sebagai sarana publikasi kegiatan partai. 

Kombinasi multi-platform ini bertujuan agar pesan politik dapat 

menjangkau berbagai segmen masyarakat. 

Selain akun resmi partai, calon legislatif juga menggunakan akun 

media sosial pribadi sebagai bagian dari strategi komunikasi politik 

individu, sehingga terjadi sinergi antara strategi partai dan strategi personal 

caleg. 

Dalam menyusun narasi politik, MPO menyesuaikan dengan 

karakteristik masyarakat Kalimantan Selatan yang dinilai masih beragam 

tingkat literasi politiknya. Sebagian masyarakat cenderung apatis terhadap 

politik dan lebih tertarik pada konten hiburan di media sosial. 

Oleh karena itu, narasi yang disusun harus sederhana, mudah 

dipahami, tidak berbelit-belit, dan langsung pada inti pesan. Misalnya, 

dalam publikasi kegiatan sosial seperti bantuan bencana, narasi difokuskan 
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pada kehadiran partai di tengah masyarakat dan kontribusi nyata yang 

dilakukan. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik 

tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan kontekstual dengan 

kondisi sosial masyarakat lokal. 

Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk 

opini publik terhadap partai dan calon legislatif. MPO berfungsi sebagai 

penggiring opini melalui konten-konten yang menampilkan kegiatan nyata 

partai, seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, dan perjuangan 

aspirasi masyarakat di parlemen. 

Opini publik dinilai sangat bergantung pada bagaimana materi 

disajikan. Jika materi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat, maka respon publik cenderung positif, 

termasuk melalui interaksi komentar di media sosial. 

Selain itu, MPO juga berperan dalam menangkal berita hoaks 

dengan menyajikan informasi berbasis fakta terkait kegiatan dan kinerja 

partai, sehingga citra positif partai tetap terjaga. 

Isu utama yang diangkat dalam penggalangan opini adalah isu-isu 

aktual yang berkembang di masyarakat, seperti bantuan sosial, 

pembangunan jalan, ketenagakerjaan, serta hasil kerja anggota legislatif dari 

fraksi partai. 

Koordinasi dilakukan secara intensif antara MPO dengan Bidang 

Pemenangan Pemilu, Badan Saksi, dan calon legislatif. MPO tidak bekerja 
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secara independen, melainkan terlibat dalam berbagai kegiatan lintas bidang 

untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat selaras 

dengan program pemenangan partai. 

Menurut informan, peran MPO sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan partai dalam memperoleh 13 kursi DPRD Provinsi Kalimantan 

Selatan. Hal ini dikarenakan MPO menjadi sumber utama penyebaran 

informasi kegiatan partai kepada masyarakat. 

Tanpa adanya MPO, berbagai kegiatan partai tidak akan diketahui 

publik, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dan 

elektabilitas partai. Dengan demikian, media penggalangan opini 

berkontribusi signifikan dalam membangun citra positif dan meningkatkan 

elektabilitas partai. 

Strategi media yang dinilai paling efektif adalah pemanfaatan media 

sosial dan media online, yang akan terus dipertahankan pada pemilu dan 

pilkada mendatang. Hal ini disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat 

yang lebih aktif di ruang digital.4 

 

 

 

 

 

                                            
4 Amrannudin, “Wawancara Pribadi,” 2 Februari 2026, Kantor DPD Partai Golongan Karya 

Provinsi Kalimantan Selatan. 
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d. Informan 4 

Identitas Informan 

Nama : Zainul Hakim 

Jabatan : Tim sukses anggota legislatif dapil Kota Banjarmasin 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim sukses calon legislatif dari 

Partai Golkar, diketahui bahwa keberhasilan pencalonan dan kemenangan 

calon legislatif tidak terlepas dari sistem pembekalan dan strategi 

pemenangan yang telah dirancang oleh partai secara terstruktur dan 

berjenjang. 

Informan menjelaskan bahwa sebagai partai yang memiliki 

pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional, Partai Golkar 

memiliki pola kaderisasi yang sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. 

Pembekalan kepada calon legislatif dilakukan melalui pendidikan politik, 

pelatihan kepemimpinan, pelatihan komunikasi politik.  

Selain pendidikan politik, partai juga memberikan arahan teknis 

terkait strategi pemenangan, termasuk penguatan saksi di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS), konsolidasi struktur partai di tingkat kecamatan 

dan desa, serta optimalisasi fungsi pengurus daerah dalam membantu 

pergerakan calon di lapangan. Keberadaan struktur partai yang solid 

menjadi faktor pendukung utama karena setiap tingkatan kepengurusan 

memiliki peran masing-masing dalam mendistribusikan informasi dan 

menggerakkan basis suara. 
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Secara umum, strategi tetap berorientasi pada penguatan mesin 

partai, soliditas kader, serta koordinasi vertikal dan horizontal antar struktur. 

Dengan demikian, dari sudut pandang tim sukses, dukungan partai bukan 

hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis dan operasional di 

lapangan. 

Selain dukungan struktural partai, informan menegaskan bahwa 

kemenangan calon legislatif sangat ditentukan oleh strategi personal yang 

dijalankan secara intensif di daerah pemilihan. Tim sukses berperan sebagai 

penghubung antara calon dengan masyarakat, sekaligus sebagai pelaksana 

teknis strategi kampanye di lapangan. 

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah membentuk struktur 

tim sukses berbasis wilayah dan segmentasi pemilih. Tim dibagi 

berdasarkan kecamatan dan desa, sehingga koordinasi dapat berjalan efektif. 

Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi, 

memetakan potensi suara, serta menjaga komunikasi dengan tokoh 

masyarakat setempat. 

Dalam konteks segmentasi pemilih, calon secara strategis 

menitikberatkan pendekatan kepada kelompok perempuan. Sebagai calon 

legislatif perempuan, basis pemilih perempuan dianggap memiliki 

kedekatan emosional dan kesamaan kepentingan dalam isu-isu 

pemberdayaan, kesejahteraan keluarga, dan partisipasi politik perempuan. 

Oleh karena itu, tim secara aktif menjalin komunikasi dengan organisasi 
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perempuan, komunitas sosial, serta kelompok-kelompok masyarakat yang 

relevan. 

Namun demikian, strategi tersebut tidak bersifat eksklusif. Tim 

sukses dan calon tetap melakukan pendekatan kepada seluruh lapisan 

masyarakat tanpa membedakan gender, dengan tetap menyesuaikan metode 

komunikasi berdasarkan karakteristik masing-masing segmen pemilih. 

Metode kampanye yang diutamakan adalah pendekatan langsung 

(tatap muka), kunjungan ke komunitas, serta dialog interaktif dengan 

masyarakat. Tim sukses menilai bahwa strategi ini lebih efektif dalam 

membangun kepercayaan dibandingkan kampanye yang hanya bersifat 

simbolik. Selain itu juga menegaskan bahwa strategi pemenangan lebih 

menekankan pada penyampaian program, rekam jejak, dan komitmen calon 

terhadap aspirasi masyarakat.5 

 

e. Informan 5 

Identitas Informan 

Nama : Johansyah 

Jabatan : Tim sukses anggota legislatif dapil Kab. Barito Kuala 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim sukses calon legislatif 

dari Partai Golkar yang berhasil memperoleh kursi DPRD Provinsi, 

diketahui bahwa keberhasilan pemenangan tidak hanya ditentukan oleh 

                                            
5 Zainul Hakim, “Wawancara Pribadi,” 3 Februari 2026, Kantor DPD Partai Golongan 

Karya Provinsi Kalimantan Selatan. 
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kekuatan struktur partai, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam 

menerjemahkan strategi partai ke dalam kerja teknis di lapangan. Sejak awal 

masa pencalonan, tim telah melakukan pemetaan wilayah berdasarkan 

tingkat elektabilitas, basis suara tradisional partai. Pemetaan tersebut 

menjadi dasar dalam menentukan prioritas kegiatan kampanye dan 

distribusi sumber daya tim sukses. 

Menurut informan, arahan dari partai bersifat strategis, sementara 

implementasi teknis disesuaikan dengan karakteristik daerah pemilihan. 

Tim menyusun jadwal kampanye terstruktur yang mencakup kunjungan 

rutin ke desa, konsolidasi dengan kader tingkat kecamatan, serta penguatan 

relawan berbasis komunitas. Dalam praktiknya, setiap wilayah memiliki 

koordinator wilayah yang bertanggung jawab atas penggalangan dukungan, 

monitoring pergerakan suara, dan pelaporan perkembangan secara berkala 

kepada tim inti pemenangan. 

Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat kampanye 

terbuka, melainkan lebih menitikberatkan pada komunikasi interpersonal 

dan jaringan sosial. Tim dan calon secara aktif membangun hubungan 

dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sebagai opinion 

leader di tingkat lokal. Strategi ini dinilai efektif karena rekomendasi dari 

tokoh lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi politik 

masyarakat, terutama di daerah yang memiliki ikatan sosial yang kuat. 

Dari sisi strategi personal calon, kehadiran calon di tengah 

masyarakat menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan pemilih. 
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Calon tidak hanya hadir saat masa kampanye formal, tetapi juga terlibat 

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga tercipta kedekatan 

emosional dengan konstituen. Tim sukses berperan dalam mengatur agenda 

kegiatan agar interaksi calon dengan masyarakat berlangsung berkelanjutan 

dan tidak bersifat insidental. 

Secara keseluruhan, kemenangan calon legislatif merupakan hasil 

dari kombinasi antara strategi struktural partai, kerja tim yang terorganisir, 

serta pendekatan politik yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat di 

daerah pemilihan. Dengan demikian, strategi pemenangan tidak hanya 

berorientasi pada mobilisasi suara, tetapi juga pada pembangunan 

kepercayaan politik jangka panjang antara calon dan masyarakat.6 

 

f. Informan 6 

Identitas Informan 

Nama : marlina fitri 

Jabatan  : Tim sukses anggota legislatif dapil Kab. Banjar  

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Tim Sukses basis 

suara yang terlibat langsung dalam pemenangan calon legislatif dari Partai 

Golkar yang berhasil memperoleh kursi legislatif, diketahui bahwa strategi 

pemenangan lebih banyak menekankan pada pendekatan berbasis kedekatan 

sosial dan isu perempuan. Informan menjelaskan bahwa sejak awal tahapan 

                                            
6 Johansyah, “Wawancara Pribadi,” 5 Februari 2026, Kantor DPD Partai Golongan Karya 

Provinsi Kalimantan Selatan. 
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pencalonan, tim telah diarahkan untuk membangun citra calon sebagai figur 

yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan 

dengan kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. 

Sebagai calon legislatif perempuan, strategi kampanye dirancang 

dengan pendekatan yang lebih meyakinkan dan komunikatif, bukan dengan 

cara yang bersifat konflik. Tim menilai bahwa karakter pemilih di daerah 

pemilihan cenderung lebih menerima pendekatan yang bersifat dialogis, 

seperti pertemuan kelompok kecil, diskusi komunitas, serta kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Melalui pola ini, calon dapat berinteraksi secara langsung 

dengan masyarakat dan menyerap aspirasi yang kemudian dijadikan bahan 

utama dalam penyusunan pesan politik kampanye. 

Tim secara khusus membentuk relawan perempuan di beberapa 

wilayah strategis sebagai perpanjangan tangan calon dalam melakukan 

sosialisasi program. Relawan ini berperan aktif dalam menjangkau 

kelompok ibu rumah tangga, serta komunitas sosial lokal yang memiliki 

jaringan kuat di lingkungan masyarakat. Strategi ini dinilai efektif karena 

komunikasi yang dibangun berbasis kesamaan pengalaman dan kedekatan 

emosional, sehingga pesan politik calon lebih mudah diterima oleh pemilih 

perempuan tanpa mengabaikan pemilih laki-laki. 

Selain itu, keberhasilan calon legislatif perempuan tidak terlepas 

dari konsistensi citra politik yang dibangun selama masa kampanye. Tim 

secara terencana menjaga narasi kampanye agar tetap selaras dengan 

identitas calon sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, peduli terhadap 
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isu sosial, dan memiliki komitmen terhadap pemberdayaan perempuan. 

Narasi tersebut disampaikan secara berulang dalam setiap kegiatan 

sosialisasi, sehingga membentuk persepsi positif yang berkelanjutan di 

kalangan pemilih. 

Dari sisi koordinasi internal, tim bekerja secara kolektif dengan 

struktur partai di tingkat daerah untuk memastikan kegiatan kampanye 

berjalan terarah dan tidak tumpang tindih. Setiap perkembangan di lapangan 

dilaporkan secara berkala kepada tim inti pemenangan dan disesuaikan 

dengan evaluasi strategi yang telah ditetapkan. Pola kerja ini mencerminkan 

bahwa strategi pemenangan calon legislatif perempuan tidak hanya 

mengandalkan popularitas individu, tetapi juga pada manajemen tim yang 

terorganisir dan adaptif terhadap dinamika politik di daerah pemilihan. 

Secara keseluruhan, kemenangan calon legislatif perempuan 

merupakan hasil dari strategi yang menekankan kedekatan sosial, penguatan 

jaringan komunitas perempuan, serta komunikasi politik yang humanis dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, strategi pemenangan tidak hanya 

berorientasi pada perolehan suara jangka pendek, tetapi juga pada 

pembangunan kepercayaan politik masyarakat terhadap kepemimpinan 

perempuan di lembaga legislatif.7 

 

  

                                            
7 Marlina Fitri, “Wawancara Pribadi,” 5 Februari 2026, Kantor DPD Partai Golongan Karya 

Provinsi Kalimantan Selatan. 
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2. Matrik 

Pada bagian ini peneliti menyajikan data-data yang telah 

diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik sehingga dapat 

mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 4. 1 Tabel Matrik 

No Nama Jabatan Strategi 
Utama 

Faktor 
Pendukung 

Penerapan 
Strategi di 
Lapangan 

1. 

H. Puar 
Junaidi 

Wakil Ketua 
Bidang 
Pemenangan 
Pemilu DPD 
Partai Golkar 
Kalsel 

Penyusunan 
daftar calon 
legislatif, 
konsolidasi 
struktur 
partai, 
pemetaan 
dapil, 
penguatan 
basis suara 

Struktur 
partai solid, 
pengalaman 
organisasi, 
jaringan 
kader 

Rapat 
konsolidasi 
rutin, 
pembagian 
wilayah kerja 
tim, pemetaan 
TPS dan 
kantong suara 
prioritas 

2. 

Ari Bimo, 
GP, S.H 

Sekretaris 
Badan Saksi 
Nasional 
Partai Golkar 
(BSNPG) 

Penguatan 
pengawasan 
suara dan 
manajemen 
saksi 

Kesiapan 
saksi, 
pelatihan 
teknis, 
koordinasi 
internal 

Penempatan 
saksi di setiap 
TPS, 
pelatihan 
saksi, 
pengawalan 
suara hingga 
rekapitulasi 

3. 

Amrannudin 

Wakil 
Sekretaris 
Bidang 
Media 
Penggalangan 
Opini (MPO) 
DPD Partai 
Golkar Kalsel 

Strategi 
komunikasi 
politik dan 
pencitraan 
melalui 
media 

Dukungan 
media 
sosial, tim 
kreatif, 
narasi 
kampanye 
terarah 

Kampanye 
digital, 
publikasi 
program kerja 
caleg, 
pengelolaan 
opini publik 
melalui 
konten media 
sosial 

4. 

Zainul 
Hakim 

Tim Sukses 
anggota 
legislatif 
dapil kota 
banjarmasin 

Pendekatan 
personal dan 
berbasis 
komunitas 

Dukungan 
relawan, 
kedekatan 
dengan 

kampanye 
langsung 
(tatap muka), 
menghadiri 
kegiatan 
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 masyarakat, 
citra positif 

sosial, 
membangun 
komunikasi 
intens dengan 
pemilih 
perempuan 
dan 
komunitas 
lokal 

5. 

Johansyah  

Tim Sukses 
anggota 
legislatif 
dapil kab. 
Barito kuala 

Pendekatan 
komunikasi 
interpersonal 
dan jaringan 
tokoh lokal, 
Konsistensi 
kehadiran 
calon di 
tengah 
masyarakat 

Dukungan 
tokoh lokal, 
kedekatan 
sosial 
masyarakat, 
dan 
Konsistensi 
kehadiran 
calon di 
tengah 
masyarakat 

Membangun 
relasi dengan 
tokoh 
masyarakat, 
tokoh agama, 
dan tokoh 
pemuda, 
Mengatur 
agenda 
kunjungan 
rutin calon ke 
desa, kegiatan 
sosial, dan 
interaksi 
berkelanjutan 

6. 

Marlina fitri 

Tim Sukses 
anggota 
legislatif 
dapil kab. 
Banjar  

Pendekatan 
berbasis 
kedekatan 
sosial dan 
isu 
perempuan, 
Penguatan 
jaringan 
relawan 
perempuan  

Segmentasi 
pemilih 
perempuan, 
Solidaritas 
jaringan 
perempuan, 
kedekatan 
emosional 
pemilih 

Sosialisasi 
melalui 
pertemuan 
kelompok 
kecil, diskusi 
komunitas, 
dan kegiatan 
sosial yang 
menyentuh 
isu 
kesejahteraan 
keluarga dan 
pemberdayaan 
perempuan, 
Membentuk 
relawan 
perempuan di 
wilayah untuk 
menjangkau 
ibu rumah 
tangga. 
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C. Analisis data  

Analisis data dalam penelitian ini, berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

1. Bagaimana Strategi Partai Golongan Karya Dalam Memenangkan 

Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan 

Strategi Partai Golongan Karya dalam memenangkan Pemilihan 

Umum Legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa 

praktik strategi yang diterapkan partai memiliki kesesuaian yang cukup kuat 

dengan teori strategi politik sebagai teori dalam penelitian ini, khususnya 

sebagaimana dikemukakan oleh Peter Schroder bahwa strategi politik 

merupakan rangkaian perencanaan, metode, dan tindakan terorganisir untuk 

merealisasikan tujuan politik, yaitu kemenangan dalam pemilu.  

Berdasarkan data wawancara dengan Bidang Pemenangan Pemilu, 

Badan Saksi Nasional Partai Golkar, dan Bidang Media Penggalangan 

Opini, terlihat bahwa strategi yang digunakan tidak bersifat spontan, 

melainkan dirancang secara sistematis melalui perencanaan program, 

konsolidasi organisasi, pembekalan kader, serta penguatan struktur hingga 

tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan bahwa strategi Golkar di 

Kalimantan Selatan telah memenuhi unsur perencanaan strategis, mobilisasi 

sumber daya politik, dan implementasi taktis di lapangan, strategi tersebut 

mencerminkan kombinasi antara strategi ofensif dan defensif.  
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Strategi ofensif terlihat dari upaya peningkatan perolehan suara 

melalui penyusunan caleg potensial, pemetaan karakteristik pemilih, 

pendekatan kampanye berbasis kebutuhan masyarakat, serta penetrasi ke 

berbagai segmen sosial seperti kelompok ibu-ibu, generasi muda, dan 

komunitas lokal. Sementara itu, strategi defensif tercermin dari upaya 

menjaga pemilih tetap melalui konsolidasi organisasi, penguatan jaringan 

kader, serta pengamanan suara melalui Badan Saksi Nasional Partai Golkar 

(BSNPG) yang ditempatkan hingga tingkat TPS. Dengan demikian, strategi 

Golkar tidak hanya berorientasi pada ekspansi suara, tetapi juga pada 

perlindungan dan stabilisasi basis dukungan yang telah ada. 

Dari perspektif tahapan strategi politik, temuan penelitian 

menunjukkan bahwa Partai Golkar telah menerapkan segmentasi pemilih 

secara kontekstual dengan menyesuaikan materi kampanye berdasarkan 

karakteristik sosial budaya masyarakat di setiap daerah pemilihan. 

Pendekatan ini sejalan dengan segmentasi dan targeting dalam strategi 

politik yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam pemilu sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan partai dalam memahami keberagaman 

karakteristik dalam kelompok pemilih. Selain itu, aspek positioning politik 

juga terlihat melalui pencitraan partai yang menekankan program 

kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan sebagai isu utama kampanye yang 

dekat dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi 

komunikasi politik yang dilakukan tidak hanya bersifat pencitraan, tetapi 

juga berisi isu nyata yang dibahas dan menawarkan program kerja atau 
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solusi konkret, sehingga memperkuat legitimasi partai di mata pemilih. 

Temuan mengenai pembekalan caleg, jurkam, dan saksi juga menunjukkan 

adanya penguatan kapasitas aktor politik sebagai bagian dari implementasi 

strategi, yang merupakan bentuk strategi politik kelembagaan di mana 

organisasi partai berfungsi sebagai mesin politik yang terstruktur. 

Jika dianalisis menggunakan teori tentang partai politik, strategi 

yang diterapkan Golkar mencerminkan fungsi utama partai politik 

sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Miriam Budiardjo, yaitu 

fungsi komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik. Pertama, 

fungsi rekrutmen politik terlihat dari proses seleksi caleg yang 

menggunakan sistem merit point, mempertimbangkan pendidikan, loyalitas, 

rekam jejak, serta keterwakilan perempuan dan generasi muda.  

Proses seleksi berjenjang dari 400% hingga 100% DCT 

menunjukkan bahwa partai menjalankan mekanisme rekrutmen secara 

sistematis dan terstruktur, bukan semata-mata berbasis popularitas. Kedua, 

fungsi komunikasi politik tampak dari peran Bidang MPO yang melakukan 

publikasi kegiatan partai, peliputan program, serta penyebaran informasi 

melalui media sosial dan media massa. Hal ini sejalan dengan teori partai 

politik yang menempatkan komunikasi sebagai sarana membangun opini 

publik dan elektabilitas. Ketiga, fungsi sosialisasi politik tercermin dalam 

kegiatan konsolidasi kader, pembekalan politik, serta pendidikan politik 

internal yang dilakukan secara rutin. Dengan demikian, keberhasilan Golkar 

memperoleh 13 kursi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya 
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dipengaruhi oleh strategi kampanye semata, tetapi juga oleh optimalisasi 

fungsi kelembagaan partai sebagai organisasi politik formal. 

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori pemilihan umum, strategi 

Partai Golkar sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu proporsional terbuka 

yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu. Dalam sistem ini, kompetisi tidak hanya terjadi antar 

partai, tetapi juga antar caleg dalam satu partai, sehingga kualitas individu 

caleg menjadi faktor strategis dalam perolehan suara.  

Temuan lapangan menunjukkan bahwa partai memberikan ruang 

besar bagi kerja individu caleg di daerah pemilihan masing-masing, 

termasuk pembentukan tim sukses pribadi dan pendekatan langsung kepada 

masyarakat. Selain itu, keberadaan saksi di setiap TPS, penggunaan aplikasi 

SaksiKu, serta pengawasan berjenjang menunjukkan bahwa strategi Golkar 

juga berorientasi pada penjagaan integritas suara, yang merupakan bagian 

penting dari prinsip pemilu yang jujur dan adil (Luber Jurdil). Strategi 

pengamanan suara melalui BSNPG memperlihatkan kesadaran partai 

terhadap potensi sengketa pemilu dan pentingnya validasi hasil suara secara 

hukum dan administratif, sehingga legitimasi kemenangan dapat 

dipertahankan secara konstitusional. 

Selain itu, jika terdapat pelanggaran oleh caleg, tanggung jawab 

diserahkan kepada mekanisme pengawasan lembaga penyelenggara pemilu 

seperti KPU dan Bawaslu, yang menunjukkan adanya kepatuhan terhadap 

sistem hukum pemilu. Keberadaan Direktorat Hukum dalam BSNPG yang 
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siap menangani sengketa hingga Mahkamah Konstitusi juga memperkuat 

bahwa strategi pemenangan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga 

legalistik, sehingga selaras dengan prinsip negara hukum dalam praktik 

demokrasi Indonesia. 

Menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana strategi 

Partai Golongan Karya dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2024 di 

Kalimantan Selatan, dapat dianalisis bahwa Partai Golongan Karya 

menerapkan strategi yang bersifat terstruktur, bersama-sama, dan 

menyesuaikan kondisi. Strategi terstruktur terlihat dari penguatan organisasi 

partai hingga tingkat desa, adanya konsolidasi yang berjenjang, serta 

koordinasi antar bagian dalam partai. Strategi bersama-sama terlihat dari 

kerja sama antara, saksi, media, kader, dan calon legislatif. Sementara itu, 

strategi yang menyesuaikan kondisi tampak dari cara kampanye yang 

disesuaikan dengan keadaan sosial budaya masyarakat dan situasi di setiap 

daerah pemilihan. Berdasarkan teori strategi politik, pola ini menunjukkan 

bahwa Golkar menggunakan strategi yang menyeluruh, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sehingga mampu mengubah dukungan politik 

menjadi suara pemilih. 
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2. Apa saja faktor pendukung Partai Golongan Karya dalam 

memenangkan pemilihan umum legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan 

Selatan 

Faktor pendukung strategi kemenangan Partai Golkar dalam 

Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan tidak 

berdiri secara tunggal, melainkan merupakan kombinasi antara kekuatan 

internal kelembagaan partai, jaringan sosial politik yang mengakar, 

modernisasi sistem pengamanan suara, kekuatan struktur organisasi yang 

solid menjadi fondasi utama dalam menopang efektivitas strategi 

pemenangan. Struktur partai yang terorganisir secara hierarkis dari tingkat 

pusat hingga daerah memungkinkan terjadinya konsolidasi kader yang 

berkelanjutan dan terarah, sehingga setiap instruksi politik dan strategi 

kampanye dapat dijalankan secara sistematis di lapangan. Kekuatan 

kelembagaan, stabilitas organisasi, serta pengalaman politik yang panjang 

merupakan modal strategis dalam memenangkan persaingan pemilu. Dalam 

konteks ini, pengalaman panjang Partai Golkar dalam dinamika politik 

nasional dan lokal turut memperkuat kapasitas adaptasi strategi, termasuk 

dalam pengelolaan tim sukses, pembekalan calon legislatif, dan pengaturan 

strategi berbasis wilayah. 

Sistem pembekalan calon legislatif yang terencana dan koordinasi 

tim sukses yang efektif juga menjadi faktor internal yang signifikan dalam 

mendukung kemenangan. Pembekalan tersebut tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga mencakup strategi komunikasi politik, pemetaan 
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basis pemilih, serta penguatan kapasitas personal caleg dalam membangun 

kedekatan dengan masyarakat. Kualitas dan kerja individu caleg menjadi 

faktor pelengkap yang memperkuat mesin partai, karena keberhasilan dalam 

pemilu tidak hanya bergantung pada institusi partai semata, tetapi juga pada 

kemampuan kandidat dalam melakukan pendekatan interpersonal dan 

mobilisasi dukungan. Hal ini menunjukkan adanya keterpaduan antara 

kekuatan struktur partai dan kinerja aktor politik, yaitu ketika organisasi 

partai, kader, dan kandidat bekerja bersama secara terkoordinasi untuk 

memaksimalkan perolehan suara melalui mobilisasi massa yang terencana. 

Selain faktor internal kelembagaan, keberadaan sayap partai seperti 

KPPG dan AMPG turut memperkuat jaringan mobilisasi, Organisasi sayap 

ini berperan sebagai perpanjangan tangan partai dalam menjangkau segmen 

pemilih tertentu, khususnya pemilih perempuan dan pemilih muda, sehingga 

memperluas jangkauan kampanye secara sosial dan kultural. Peran sayap 

partai ini juga memperlihatkan bahwa strategi pemenangan tidak hanya 

terbatas pada kegiatan formal dalam pemilu, tetapi juga berbasis pada 

pendekatan sosiologis melalui aktivitas sosial, komunikasi politik informal, 

dan penguatan loyalitas kader di tingkat lokal. Hal ini berkaitan erat dengan 

konsep jaringan sosial dalam strategi politik, yang menekankan bahwa 

keberhasilan kandidat sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun 

relasi sosial, kepercayaan publik, serta kedekatan dengan tokoh masyarakat 

setempat.  
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Dukungan tokoh masyarakat dan jaringan sosial lokal yang 

menunjukkan bahwa legitimasi sosial kandidat menjadi faktor penting 

dalam meningkatkan elektabilitas, karena tokoh lokal berperan sebagai 

pemimpin opini yang mampu mempengaruhi pilihan politik masyarakat. 

Faktor pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah keberadaan 

pemilih tetap Partai Golkar yang telah terbentuk secara historis sebagai 

partai dengan sejarah panjang di Indonesia, pemilih tetap ini memberikan 

keuntungan strategis dalam bentuk suara awal yang dapat dipertahankan 

melalui strategi defensif dan mempertahankan dukungan pemilih. Dalam 

teori strategi politik menurut Schroder, perlindungan terhadap pemilih tetap 

merupakan strategi rasional bagi partai mapan untuk menjaga stabilitas 

suara di tengah kompetisi multi partai. Dengan demikian, kemenangan tidak 

hanya dihasilkan dari ekspansi suara baru, tetapi juga dari keberhasilan 

mempertahankan pemilih lama yang memiliki ikatan historis dan ideologis 

dengan partai. 

Di sisi lain, modernisasi strategi politik juga terlihat dari penggunaan 

teknologi monitoring suara dan sistem pengamanan suara melalui Badan 

Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) serta aplikasi pengawasan seperti 

SaksiKu. Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan adanya adaptasi partai 

terhadap perkembangan digital dalam sistem pengawasan pemilu, 

khususnya dalam menjaga akurasi dan keamanan perolehan suara di tingkat 

TPS. Penggunaan teknologi pengawasan ini memperkuat konsep kampanye 

politik modern, berbasis data, pemantauan langsung, dan sistem 



85 
 

 
 

pengendalian suara yang terstruktur. Hal ini sekaligus memperkecil potensi 

kehilangan suara akibat kesalahan teknis maupun kecurangan, sehingga 

memperkuat keberhasilan strategi pemenangan pemilu secara keseluruhan. 

Selanjutnya, faktor jaringan sosial memperlihatkan bahwa strategi 

pemenangan Partai Golkar juga didukung oleh modal sosial yang kuat. 

Hubungan yang terbangun antara caleg, kader partai, dan masyarakat 

menciptakan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, yang pada akhirnya 

berdampak pada peningkatan dukungan dukungan pemilih. jaringan politik, 

relasi sosial yang kuat dan berkelanjutan mampu membentuk kedekatan 

emosional antara kandidat dan pemilih, sehingga pilihan politik masyarakat 

tidak semata-mata didasarkan pada kampanye formal, tetapi juga pada 

kedekatan personal dan rekam jejak sosial kandidat di lingkungan 

masyarakat. 

Secara keseluruhan, integrasi antara kekuatan organisasi partai yang 

solid, konsolidasi kader yang berkelanjutan, kualitas individu caleg, 

keberadaan sayap partai, sistem pengamanan dan monitoring suara berbasis 

teknologi, dukungan jaringan sosial dan tokoh masyarakat, pemilih tetap 

yang loyal, menunjukkan bahwa kemenangan Partai Golkar tidak hanya 

dipengaruhi oleh satu faktor dominan, melainkan oleh sinergi berbagai 

faktor pendukung yang saling menguatkan, kondisi ini menegaskan bahwa 

partai dengan kelembagaan kuat, jaringan sosial luas, dan kemampuan 

adaptasi teknologi memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan 

persaingan pemilu secara berkelanjutan. 


